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Magashid Syariah, sebagai pendekatan normatif yang berorientasi pada
kemaslahatan, menempatkan perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), akal (hifzh
al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan agama (hifzh al-din)
sebagai tujuan utama dari ditetapkannya hukum-hukum syariah. Islam melarang
segala bentuk perbudakan dan perdagangan manusia yang dilakukan dengan cara
yang zalim (aniaya), apalagi yang mengandung unsur pemaksaan, eksploitasi, atau
penipuan. Paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas
dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara
perihal pemulihan hak dan kondisi korban perdagangan orang tidak pernah
diperhatikan dengan baik. Ketiadaan ancaman pidana ganti kerugian dalam sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menjadi awal masalah
yang fundamental, kemudian keberadaan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang
mengatur adanya pidana pengganti terhadap pidana ganti kerugian, membuka celah
bagi pelaku untuk menghidar dari kewajibannya dalam memulihkan kerugian
korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penanganan korban tindak
pidana perdagangan dengan menggunakan perspektif hukum Islam sebagai
landasan filosofis, normatif, dan etik. Dengan pendekatan ini, diharapkan lahir
suatu rumusan kebijakan yang tidak hanya memenubhi standar hukum formal, tetapi
juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemanusiaan
sebagaimana diamanatkan oleh syariat Islam. Secara metodologis, penelitian ini
adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-
undangan, pendekatan konseptual, pendekatan fikih dan pendekatan socio-legal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, Konsep
penanganan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia
memerlukan pembaharuan kebijakan hukum pidana perlu diarahkan pada
pendekatan victim-oriented justice yang menempatkan korban sebagai subjek
utama perlindungan hukum; kedua, dalam perspektif Hukum Islam, perlindungan
korban TPPO sejalan dengan prinsip magqdasid al-syari ‘ah, khususnya perlindungan
jiwa (hifz al-nafs) dan kehormatan (hifz al- ‘ird), serta tanggung jawab negara dalam
siyasah syar‘iyyah; ketiga, rekonstruksi pembaharuan kebijakan hukum pidana
harus dibangun melalui model integratif yang memadukan hukum positif, nilai
HAM, keadilan sosial, dan prinsip hukum Islam, guna mewujudkan sistem
peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan
korban secara utuh dan bermartabat.
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Magashid Sharia, as a normative approach oriented towards the public
interest, positions the preservation of life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-‘aql),
lineage (hifz al-nasl), property (hifz al-mal), and religion (hifz al-din) as the
primary objectives behind the establishment of Sharia laws. Islam prohibits all
forms of slavery and human trafficking carried out in an unjust or oppressive
manner, especially those involving coercion, exploitation, or deception. The
criminal justice system paradigm focuses solely on exacting retribution against the
perpetrator through existing penal sanctions, while the restoration of the rights and
well-being of human trafficking victims is consistently neglected. The absence of a
criminal penalty requiring compensation for damages within the sanctions imposed
on human trafficking offenders constitutes a fundamental issue; furthermore,
Article 50, paragraph (4) of Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication
of the Crime of Trafficking in Persons which provides for a substitute penalty in
lieu of compensation creates a loophole allowing offenders to evade their
obligation to redress the losses suffered by victims.

This research aimed to describe the model for handling victims of human
trafficking, utilizing the perspective of Islamic law as a philosophical, normative,
and ethical foundation. Through this approach, it is hoped that a policy formulation
will emerge that not only meets formal legal standards but also upholds the values
of justice, protection, and humanity as mandated by Islamic Sharia.
Methodologically, this research was normative legal research using statutory,
conceptual, figh, and socio-legal approaches.

The research results indicated: first, the approach to handling victims of
human trafficking in Indonesia requires a reform of criminal law policy, directed
towards a victim-oriented justice approach that positions the victim as the primary
subject of legal protection; second, from the perspective of Islamic law, the
protection of victims of trafficking in persons aligns with the principles of magasid
al-shari‘ah specifically the preservation of life (hifz al-nafs) and honor (hifz al- ‘ird)
as well as the state's responsibility under siyasah shar‘iyyah; third, the
reconstruction and reform of criminal law policy must be built upon an integrative
model that harmonizes positive law, human rights values, social justice, and Islamic
legal principles, with the aim of establishing a criminal justice system that is just,
humane, and oriented toward the holistic and dignified restoration of victims.
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